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ABSTRAK 
 
Hardi Wirawinata (B111 07 273), Tinjauan Kriminologis terhadap 
Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres 
Pinrang (Studi Kasus Tahun 2009-2012), (dibimbing oleh Syamsuddin 
Muchtar sebagai Pembimbing I dan Dara indrawati sebagai 
Pembimbing II) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab 
penyalahgunaan narkotika dan upaya aparat kepolisian Polres Pinrang 
dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum 
Polres Pinrang. 
 
Penelitian ini dilaksanakan di Polres Pinrang. Wawancara dilakukan 
secara terstruktur dan juga pertanyaan dikembangkan di depan 
narasumber serta dilakukan serta telaah dokumen-dokumen serta 
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyalahgunaan 
narkotika. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan disajikan secara 
deskriptif. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya 
penyalahgunaan narkotika di wilayah Hukum Polres Pinrang yaitu : (1). 
faktor ekonomi, (2). Faktor keluarga dan (3). faktor lingkungan (4). Faktor 
pendidikan dan terakhir (5). faktor sosiologis. Upaya pihak kepolisian 
Polres Pinrang dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di 
wilayah Polres Pinrang berupa upaya preventif yang dilakukan secara 
sistematis, terencana, terpadu dan terarah yang bertujuan untuk menjaga 
agar penyalahgunaan narkotika diminimalisir dan upaya represif yakni 
upaya penegakan hukum setelah terjadinya penyalahgunaan narkotika. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Di dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan 
antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. 
Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang 
dapat menggerakkan peraturan hukum. Salah satu contoh dari peristiwa 
tersebut adalah penyalahgunaan narkoba yang semakin merebak dan 
sangat memprihatinkan. Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran 
gelap narkotika,psikotropika, dan zat adiktif lainnya dengan berbagai cara 
dan dampak lain yang di timbulkannya, merupakan masalah besar yang 
harus di hadapi banyak negara di dunia ini. Hampir setiap negara didunia, 
baik oleh negara-negara maju, negara yang sedang berkembang, 
termasuk negara-negara kelompok ASEAN yang menyatakan perang 
terhadap penyalahgunaan narkotika, dan menganggapnya sebagai suatu 
kejahatan berat, terutama bagi penanaman bibit, memproduksi, meracik 
secara ilegal, dan para pengedar gelap, sehingga sudah dirasakan 
sebagai satu masalah dunia yang mengancam kehidupan masyarakat 
hampir dalam segala bidang yaitu  politik, ekonomi,sosial budaya dan 
Hankam (Ridha Ma‟ruf, 1989 : 252). 
Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu 
bagi mereka yang mempergunakan dengan memasukkannya ke dalam 
tubuh. Pihak pemerintah cenderung lebih senang dengan istilah “NAPZA” 
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(Narkotik, Psikotropik, dan Zat Adiktif)”. Bahan ini termasuk zat ilegal 
(drugs);heroin (mis. putaw); metamfetamin (mis.Sabu); mariyuana (ganja), 
dan halusinogen (mis.LSD); serta obat resep yang disalahgunakan 
misalnya benzodiazepine, sering disebut „pil BK‟.Akibat dari 
penyalahgunaan narkotika tersebut dapat menimbulkan kerusakan fisik, 
mental, emosi, dan sikap dalam masyarakat  (Soedjono Dirdjosisworo 
1987 : 3). 
Harus disadari bahwa masalah penyalahgunaan narkotika adalah 
suatu problema yang sangat komplek. Penyalahgunaan narkotika mulai 
dideteksi tumbuh dan berkembang menjadi sebuah masalah sosial di 
Indonesia sejak tahun 1969. Persebaran wilayah penyalahgunaan 
narkoba di Indonesia, telah merambah luas baik di lingkungan pendidikan, 
lingkungan kerja,dan lingkungan pemukiman baik di perkotaan maupun 
dipedesaan. Menurut hasil penelitian Badan Narkotika Nasional 
(selanjutnya disingkat BNN) dan Pusat Penelitian Kesehatan (Puslitkes) 
Universitas Indonesia (2006) diperkirakan disetiap provinsi di Indonesia 
telah ada angka penyalahgunaan narkoba dengan kisaran antara 5,7%-
16,4%. Ini menunjukkan bahwa narkoba sudah merambah seluruh wilayah 
Indonesia(BNN 2007:1). 
Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik 
ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, 
Indonesia telah ikut berpatisipasi menanggulangi kejahatan 
penyalahgunaan narkotika,yaitu dengan diundang-undangkannya 
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Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-
undang ini merupakan Undang-undang  yang baru menggantikan undang-
undang yang lama yaitu Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976. 
Pergantian Undang-undang yang lama itu dirasa perlu karena seiring 
dengan bertambahnya waktu dirasakan tidak sesuai lagi dengan 
kemajuan teknologi dan perkembangan penyalahgunaan narkotika yang 
semakin meningkat dan bervariasi motif penyalahgunaan dan pelakunya, 
dilihat dari cara menanam,memproduksi, menjual, memasok dan 
mengkonsumsinya serta dari kalangan mana pelaku penyalahgunaan 
narkotika tersebut. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35Tahun 2009 
tentang Narkotika, setiap pelaku penyalahgunaan narkotika dapat 
dikenakan sanksi pidana, yang berarti penyalahguna narkotika dapat 
disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika. 
Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia 
Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, perlu 
dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan 
kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika 
jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan 
pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran 
gelap narkotika dan prekursor narkotika. Oleh karena itu, agar 
penggunaan narkotika tidak disalahgunakan haruslah dilakukan 
pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama menurut undang-
undang yang berlaku, serta diperlukan upaya dan dukungan dari semua 
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pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, karena pelaksanaan 
undang-undang tersebut, semuanya sangat tergantung pada partisipasi 
semua pihak baik pemerintah, aparat keamanan, keluarga, maupun 
lingkungan, sebab hal tersebut tidak dapat hilang dengan sendirinya 
meskipun telah dikeluarkan undang-undang yang disertai dengan sanksi 
yang keras. 
Dalam kasus-kasus narkotika, psikotropika dan bahan-bahan adiktif 
yang terjadi, narkoba berasal dari perdagangan gelap.Sebagaimana 
diketahui, bahwa narkoba merupakan barang terlarang yang beredar 
dimasyarakat dan dilarang oleh undang-undang. Peredaran narkoba 
dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yang biasanya pengedar berusaha 
menjual narkoba kepada mereka yang sudah dikenal betul atau pembeli 
yang dianggap aman. 
BNN sebagai focal point pencegahan dan pemberantasan narkotika 
di Indonesia yang dibentuk dengan Keputusan Presiden (selanjutnya 
disingkat Keppres) Nomor 17 Tahun 2002 tanggal 22 Maret 2002, 
berbunyi bahwa: 
“masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di 
Indonesia menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, dan 
bahkan telah sampai pada batas yang mengkhawatirkan kehidupan 
masyarakat, bangsa dan negara”. 
 
Kepala BNN Gories Mere dalam seminar tanggal 10 Juli 
2003membahas tentang: 
“Permasalahan Narkoba di Indonesia dan Penanggulangannya 
lebih jauh menyampaikan pula bahwa Indonesia saat ini bukan 
hanya sebagai tempat transit dalam perdagangan dan peredaran 
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gelap narkoba, tetapi telah menjadi tempat pemasaran dan bahkan 
telahmenjadi tempat produksi narkoba. Data tersangka dan kasus 
dari tindak pidana ini sejak tahun 1998 hingga bulan Maret 2003 
mencatat kenaikan sebagai berikut : 1) Tahun 1998 total kasus 999 
dengan jumlah tersangka 1308, 2) Tahun 1999 sebanyak 1833 
kasus dan 2590 tersangka, 3) Tahun 2000 sebanyak 3478 kasus 
dan 4955 tersangka, 4)Tahun 2001 sebanyak 3617 kasus dan 4924 
tersangka,5) Tahun 2002 sebanyak 3751 kasus dan 5310 
tersangka, dan 6)Tahun 2003 (sampai dengan Maret) sebanyak 
783 kasus dan 1098 tersangka). 
 
Begitu pula dengan kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi di 
Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, khususnya di Wilayah Hukum 
Polres Pinrang. Di wilayah ini sangat riskan terjadi kejahatan seperti 
pencurian, penganiayaan, perjudian, minuman keras,penyalahgunaan 
narkotika.Hal ini diakibatkan kondisi lingkungan yang mayoritas 
penduduknya tidak memiliki pekerjaan yang tetap selain bertani, serta 
kondisi ekonomi penduduknya rata-rata di bawah garis kemiskinan 
sehingga memicu terjadinya berbagai macam kejahatan khususnya 
kejahatan penyalahgunaan narkotika. 
             Oleh karena itu, perlu diketahui tingkat penyalahgunaan narkotika 
yang terjadi di Kabupaten Pinrang dan upaya-upaya yang telah dilakukan 
oleh pihak kepolisian, agar dapat ditemukan permasalahan ini dan 
diperoleh pula penyelesaiannya sehingga kejahatan penyalahgunaan 
narkotika di Kabupaten Pinrang dapat lebih diminimalisir. 
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan 
Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Pinrang” (studi 
kasus 2009-2012). 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis mengemukakan 
rumusan yaitu sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Kejahatan 
Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Pinrang? 
2.  Upaya apakah yang dilakukan aparat penegak hukum dalam 
kejahatan Penyalahgunaan Narkotika di kabupaten Pinrang? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Adapun tujuan dari Penulisan ini adalah : 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan                                 
penyalagunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Pinrang.  
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam                              
menanggulangi terjadinya Penyalahgunaan Narkotika di 
kabupaten Pinrang. 
Adapun kegunaan dari Penulisan ini adalah : 
1. Sebagai bahan masukan bagi semua pihak, khususnya aparat 
penegak hukum yang berwenang dalam menangani masalah 
penyalahgunaan narkotika. 
2. Sebagai bahan masukan bagi generasi bangsa dalam rangka 
mencegah dan menghindarkan diri dari penyalahgunaan dan 
bahaya narkotika. 
3. Sebagai bahan masukanbagi civitas akademika yang ingin 
mengadakan penelitian yang sama. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kriminologi 
1. Pengertian Kriminologi 
Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang 
pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu sosiologi, antropologi, dan 
psikologi. Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P.Topinard 
(1830-1911), seorang ahli antropologi Prancis (A.S. Alam 2010:1). 
Secara etimologis, kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni crime 
yang berarti kejahatan dan logos berarti ilmu pengetahuan, sehingga 
kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan. 
Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian kriminologi, berikut 
penulis kemukakan pandangan beberapa sarjana hukum terkemuka, 
antara lain: 
Edwin H. Sutherland (A.S. Alam 2010:1-2) menyatakan bahwa 
Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crimes 
as social phenomena (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang 
membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial) 
W.A. Bonger (A.S. Alam 2010:2) menjelaskan bahwa kriminologi 
adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan 
yang seluas-luasnya. 
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J. Constant (A.S. Alam 2010:2) mendefinisikan kriminologi sebagai 
ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi 
sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. 
WME. Noach (A.S. Alam 2010:2)menjelaskan bahwa kriminologi 
adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan 
tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya. 
Soedjono Dirdjosisworo mengartikan kriminologi sebagai ilmu 
pengetahuan yang mempelajari sebab akibat perbaikan dan pencegahan 
kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-
sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi 
merupakan untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, 
mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan. 
A.E.Wood mengatakan bahwa istilah kriminologi meliputi 
keseluruhan pengetahuan yang di perlukan dari teori atau pengalaman 
yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, di dalamnya termasuk 
reaksi-reaksi dari kehidupan bersama atas kejahatan dan penjahat.  
Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka 
dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu 
pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor 
yang mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penanggulangannya. 
2. Ruang Lingkup Kriminologi 
Menurut A.S. Alam (2010:2-3) ruang lingkup pembahasan 
kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu :  
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1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making 
laws). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana 
(process of     making laws) meliputi : 
1. Definisi kejahatan 
2. Unsur-unsur kejahatan 
3. Relativitas pengertian kejahatan 
4. Penggolongan kejahatan 
5. Statistik kejahatan 
2. Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori 
yang menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of laws). 
Sedangkan yang dibahas dalam etiologi kriminal (breaking of 
laws) meliputi : 
1. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi 
2. Teori-teori kriminologi 
3. Berbagai perspektif kriminologi 
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (reacting toward the 
breaking of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan 
kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga 
reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya 
pencegahan kejahatan (criminal prevention). Selanjutnya yang 
dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap 
pelanggar-pelanggar hukum (Reacting Toward the Breaking 
laws) meliputi : 
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1. Teori-teori penghukuman 
2. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik 
berupa tindakan pre-emtif, preventif, represif, dan 
rehabilitatif. 
Secara umum dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari 
tentang kejahatan yaitu norma-norma yang ada dalam peraturan pidana, 
yang kedua yaitu mempelajari pelakunya yang sering disebut penjahat. 
Dan yang ketiga bagaimana tanggapan atau reaksi masyarakat terhadap 
gejala-gejala timbul dalam masyarakat. 
 
B. Kejahatan 
1. Pengertian kejahatan 
Menurut asal-muasalnya, tidak ada pembatasan secara resmi dan 
juga tidak ada campur tangan penguasa terhadap kejahatan , melainkan 
kejahatan semata-mata di pandang sebagai persoalan pribadi atau 
keluarga. individu yang merasa diri menjadi korban perbuatan orang lain, 
akan mencari balasan terhadap pelakunya atau keluarganya. Konsep 
peradilan ini dapat ditemui pada perundang-undangtan lama seperti kode 
hammurabi (1900sm), perundang-undangan romawi (450 SM)  dan pada 
masyarakat yunani kuno seperti “Curi sapi di bayar sapi‟. Konsep 
pembalasan juga in terdapat pada kitab perjanjian lama :”eye for eye”. 
(Abdulsyani, 1987:14). 
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Untuk memperdalam pengertian kita tentang permasalahan yang 
dibahas, penulisan akan menguraikan beberapa pengertian mengenai 
kejahatan. 
Berikut ini  pendapat G. W. Bawengan (1991 :7 ) yang menyatakan: 
            “Kejahatan adalah nama atau cap yang memberikan oleh orang 
untuk menilai perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Oleh 
karenaitu pengertian sangat relatif, yaitu tergantung dari penilaian 
seseorang unrtuk menilainya. Jadi apa yang di sebut seseorang 
sebagai kejahatan, bukan selalu harus diakui oleh pihak lain 
sebagai kejahatan pula.” 
 
Dengan demikian sangat sulit untuk merumuskan pengertian 
kejahatan secara tepat. Namun untuk mempermudah pengertian dalam 
masalah ini, maka diperlukan beberapa pengertian sebagain landasan 
berpijak. 
Di dalam kriminologi di kenal beberapa rumusan rumusan yang di 
kemukakan oleh beberapa ahli, seperti yang di kutip oleh Soerjono 
Soekanto. (1981 :20 ) sebagai berikut : 
“Garovalo merumuskan kejahatan adalah pelanggaran perasaan-     
perasaan kasih. Thomasmelihat kejahatan dari sudut pandang 
psikologi sosial sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan 
solidaritas kelompok di mana pelaku manjadi anggotanya, sedakan 
Redeliffe-brown merumuskan kejahan sebagai pelanggaran tata 
cara ( usage )yang menimbulkan di dalam sanksi pidana.” 
 
Selanjutnya, Van Bemellen (Moeljatmo, 1982 : 10 ) menyatakan 
bahwa kejahatan adalah : 
“Tiap kelakuan yang merugikan dan asusila yang dapat 
menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat dan masyarakat itu 
berhak untuk mencela dan mengadakan perlawanan terhadap 
kelakuan itu dengan jalan menjatuhkan suatu nestapa terhadap 
pelaku perbuatan itu.” 
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Van Bemellen dalam hal ini menitikberatkan perbuatan yang 
merugikan dan asusila yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam 
masyarakat , sehingga palaku dari perbuatan–perbuatan itu, patut untuk di 
beri sanksi pidana sebagai balasan atas perbuatan yang merugikan. 
Dengan demikian, asusila di tentukan oleh nilai etik masyarakat, 
sedangkan merugikan ditentukan oleh keadaan ekonomi masyarakat, 
apakah tergantung atau tidak  oleh kelakuan tersebut. 
Dari apa yang di kemukakan oleh Van Bemellen tersebut di atas, 
bahwa yang di maksud dengan kejahatan, merupakan pengertian 
kejahatan dilihat dari aspek sosial. 
Berbeda dangan apa yang Van Bemellen, Edwin H. Sutherland 
(A.S. Alam, 1992 : 3) memberikan defenisi kejahatan secara yuridis 
sebagai berikut :  
“Kejahatan dilihat dari segi pandangan hukum adalah setiap 
tindakan yang melanggar peraturan-peraturan yang terdapat dalam 
perundang-undangan suatu Negara. Betapa tidak bermoralnya 
suatu perbuatan, sepanjang perbuatan tersebut tidak dengan jelas 
tercantum di dalam perundang-undangan pidana, hal itu tidak 
merupakan kejahatan.” 
 
Selanjutnya Edwin H, Sutherland dan Donald R. Cressey (Made 
Darma Weda, 1996 : 6 ) mengemukakan 7 syarat untuk perbuatan yang 
dapat dikategorikan sebagai kejahatn, yaitu : 
1. Sebelum perbuatan disebut sebagai kejahatan, harus terdapat 
akibat-akibat tertentu yang nyata yang berupa kerugian. 
2. Kerugian yang di timbulkan harus merupakan kerugian yang 
dilarang oleh undang-undang dan secara jelas tewrcantung 
dalam hukum pidana 
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3. Harus ada perbuatan yang membiarkan terjadinya perbuatan 
yang menimbulkan kerugian tersebut. 
4. Dalam melakukan perbuatan tersebut harus terdapat maksud 
jaha “mens rae”. 
5. Harus ada hubungan antara perilaku dan mens rea. 
6. Harus ada hubungan kausal antara kerugian yang dilarang 
undang-undang dengan perbuatan yang dilakukan atas 
kehendak sendiri (tampa adanya unsur paksaan). 
7. Harus ada pidana terhadap perbuatan tersebutyang di tetapkan 
oleh undang-undang. 
     
Pengertian yang lebih  luas, dikemukakan oleh G. W. Bawengan 
(1991 :7) yang membedakan pengertian kejahatan menurut penggunanya 
masing-masing, yaitu : 
1. Pengertian secara praktis 
Kejahatan diartikan sebagai suatu pengertian yang 
merupakancampuran arti kejahatan dari bermacam-macam 
norma, seperti norma agama, kesusilaan, kebiasaan atau 
norma dari adat istiadat. Bila terjadi pelanggaran terhadap 
norma tersebut timbul suatu reaksi baik berupa hukuman, 
cemoohan atau pengecualian. Norma tersebut dijadikan 
sebagai tolak ukur untuk membedakan perbuatan yang wajar 
atau perbuatan yang tercela. 
2. Pengertian secara religius 
Kejahatan diidentikkan dengan dosa di mana setiap dosa akan 
terancam dengan api neraka terhadap jiwa yang berdosa. 
Suata perbuatan yang melanggar norma agama akan dikaitkan 
berdosa, yang berarti melakukan suatu kejahatan. 
3. Pengertian secara yuridis 
Kejahatan dalam arti yuridis dapat kita lihat dalam sistem Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP membedakan 
antara perbuatan yang tergolong pelanggaran yang terdapat 
pada buku ketiga KUHP, dengan kejahatan yang tercantum 
pada buku kedua KUHP. Sehingga jelas bahwa yang dimaksud 
dengan kejahatan dalam KUHP adalah setiap perbuatan yang 
bertengtangan dengan pasal-pasal dari buku KUHP. 
 
Hal yang perlu di perhatikan dalam merumusan tentang kejahatan, 
yakniperlunya dibedakn antara kejahatn sebagai objek hukum pidana, 
dengan kejahatan sebagai objek kriminologi. Dalam pidana, jelasbahwa 
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kejahatan dilihat sebagai peristiwa pidana yang dapat mengancam tata 
tertib masyarakat, karena itu manusia yang bertindak sebagai pelaku 
peristiwa pidana akan diancam dengan hukuman Berbeda dengan 
kriminologi, yang melihat suatu kejahatan sebagai suatu gejala sosial, 
dimana yang perlu diperhatikan adalah pelaku dalam kedudukannya di 
tengah-tengah masyarakat. Hal itu bukan berarti bahwa kriminologi tidak 
memperhatika proses penghukuman, sebab kriminologi menghendaki  
juga terciptanya masyarakat yang tertib dan aman. 
 
C. Pengertian dan jenis-jenis Narkotika 
1. Pengertian Narkotika  
 Narkotika adalah merupakan zat atau bahan aktif yang bekerja 
pada system saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan 
sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat 
menimbulkan ketergantungan atau ketagihan (Edy Karsono, 2004 :11) 
Secara etimologis, menurut Hukum Pidana Nasional narkoba atau 
narkotika berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti 
menidurkan dan penbiusan. Sehubungan dengan pengertian narkotika, 
menurut Sudarto dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana 
mengatakan bahwa kata narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu 
narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-
apa. Serta menurut John M. Elhols di Kamus Inggris Indonesia, Narkotika 
berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat 
menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong). 
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Secara terminologi, menurut Anton M.Moelyono dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat 
menenangkan syaraf, mengilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa 
mengantuk atau merangsang. 
Smith Klinedan French Clinical Staff dalam M. Taufik Makaro dkk 
(2005:18) membuat definisi sebagai berikut : 
 Narcotics are drugs  which produce insensibility or stupor due to 
their depressant  effect on the central system. Included in this 
definition are opium, opium derivatives (morphine, codein, heroin) 
and synthetic opiates (meripidin dan methadon).  
 Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan 
ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut  
bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam definisi 
narkotika ini sudah termasuk jenis candu, seperti morpin, cocain, 
dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu, seperti (meripidin 
dan methadon). 
 
 Definisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat, antara lain 
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, 
cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda 
tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashish, cocaine. Dan termasuk 
juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang 
tergolong dalam Hallucinogen, Depressant, dan Stimulan(Hari Sasangka, 
2003:33-34). 
Berdasarkan dari definisi tersebut di atas, M. Ridha Ma‟ruf dalam 
Hari Sasangka (2003: 33-34) menyimpulkan : 
a. Bahwa narkotika ada dua macam, yaitu narkotika alam dan 
narkotika sintesis. Yang termasuk narkotika alam ialah berbagai 
jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish,codein dan 
cocain. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian sempit. 
Sedangkan narkotika sintesis adalah termasuk dalam 
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pengertian secara luas. Narkotika sintesis yang termasuk di 
dalamnya zat-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat 
yaitu: Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant. 
b. Bahwa narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf 
yang akibantya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau 
pembiusan. Berbahaya  apabila disalahgunakan. 
c. Bahwa narkotika dalam pengertian disini adalah mencakup 
obat-obat bius dan obat-obat berbahaya atau narcotic and 
dangerous drugs. 
 
Selanjutnya menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang 
dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari 
daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat 
menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan masih 
sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan. 
Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 
Narkotika adalah  zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 
tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan 
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi 
sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 
ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan 
sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. 
Yang dimaksud narkotika dalam UU No.35/2009 adalah Tanaman 
Papever, Opium mentah, Opium masak; seperti candu,jicing, jicingko, 
Opium obat, Morfina Tanaman koka, Daun Koka, Kokaina mentah, 
Kokaina, Ekgonina, Tanaman ganja, Damar ganja, Garam-garam atau 
turunannya dari morfina dan kokaina. Bahan lain, baik alamiah, atau 
sintetis maupun semisintetis yang belum disebutkan yang dapat dipakai 
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sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan oleh Menteri 
Kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaanya dapat 
menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan, dan campuran-
campuran atau sediaan-sediaan yang mengandung garam-garam atau 
turunan-turunan dari morfina dan kokaina, atau bahan-bahan lain yang 
alamiah atau olahan yang ditetapkan menteri kesehatan sebagai 
narkotika. 
Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat 
yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang 
yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.  
2. Jenis-Jenis Narkotika 
 Narkotika yang dibuat dari alam terdiri atas tiga bagian yaitu cocain, 
ganja, dan candu atau opium (Hari Sasangka,  2003:35). 
a. Cocain 
Cocain adalah suatu alkoloida yang berasal dari daun/ Erythroxylon 
Coca L. Tanaman tersebut banyak tumbuh di Amerika Selatan di bagian 
barat ke utara lautan teduh. Kebanyakan ditanam dan tumbuh di daratan 
tinggi Andes Amerika Selatan, khususnya di Peru dan Bolivia. Tumbuh 
juga Ceylon, India, dan Jawa. Di Pulau Jawa kadang-kadang ditanam 
dengan sengaja, tetapi sering tumbuh sebagi tanaman pagar (Hari 
Sasangka,2003:55). 
Rasa dan daun Erythroxylon Coca L seperti teh dan mengandung 
kokain. Daun tersebut sering dikunyah karena sedap rasanya dan seolah-
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olah menyegarkan badan.Sebenarnya dengan mengunyah daun tanaman 
tersebut dapat merusak paru-paru dan melunakkan syaraf serta 
otot.Bunga Erythroxylon Coca L selalu tersusun berganda lima pada 
ketiak daun serta berwarna putih. 
Cocain yang dikenal sekarang ini pertama kali dibuat secara 
sintesis pada tahun 1855, dimana dampak yang ditimbulkan diakui dunia 
kedokteran. Sumber penggunaan cocain lainnya yang terkenal adalah 
coca-cola yang diperkenalkan pertama kali oleh John Pomberton pada 
tahun 1886 yang dibuat dari sirup kokain dan kafein. Namun karena 
tekanan publik, penggunaan kokain pada coca-cola dicabut pada 
tahun1903. 
Dalam bidang ilmu kedokteran cocain dipergunakan sebagai 
anastesi (pemati rasa) lokal : 
 Dalam pembedahan pada mata, hidung, dan tenggorokan. 
 Menghilangkan rasa nyeri selaput lender dengan cara 
menyemburkan larutan kokain  
 Menghilangkan rasa nyeri saat luka dibersihkan dan dijahit. 
Cara yang digunakan adalah menyuntik kokain subkutan. 
 Menghilangkan rasanyeri yang lebih luas dengan menyuntikkan 
kokain ke dalam ruang ektradural bagian lumbal, anastesi 
lumbal (Hari Sasangka, 2003:58). 
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b. Ganja 
Ganja berasal dari tanaman yang mudah tumbuh tanpa 
memerlukan pemeliharaan istimewa. Tanaman ini tumbuh pada daerah 
beriklim sedang. Pohonnya cukup rimbun dan tumbuh subur  di daerah 
tropis. Dapat ditanam dan tumbuh secara liar di semak belukar. 
Nama samara ganja banyak sekali, misalnya : Indian Hemp, 
Rumput, Barang, Daun Hijau, Bangli, Bunga, Ikat, Labang, Jayus, Jun.  
Remaja di Jakarta menyebutnya Gele atau Cimeng. Dikalangan pecandu 
disebut Grass, Marihuana, Hasa tau Hashish.  Bagi pemakai sering 
dianggap sebagai lambing pergaulan, sebab di dalam pemakainnya 
hamper selalu beramai-ramai karena efek yang ditimbulkan oleh ganja 
adalah kegembiraan sehingga barang itu tidak mungkin dinikmati sendiri. 
Menurut Franz Bergel, pada suatu legenda sehubungan dengan 
kata hashish, yaitu suatu kata yang dihubungkan dengan kata  Assassin 
dalam bahasa inggris dan perancis. dikatakan bahwa kata Hashashi 
berasal dari kata Hashashan yang berarti manusia pemakan tumbuh-
tumbuhan. 
Adapun bentuk-bentuk ganja dapat dibagi ke dalam lima bentuk, 
yaitu : 
1. Berbentuk rokok lintingan yang disebut reefer. 
2. Berbentuk campuran, dicampur tembakau untuk dihisap seperti 
rokok. 
3. Berbentuk campuran daun, tangkai dan biji untuk dihisap seperti 
rokok. 
4. Berbentuk bubuk dan dammar yang dapat dihisap melalui 
hidung. 
5. Berbentuk dammar hashish berwarna coklat kehitam-hitaman 
seperti makjun (Hari Sasangka; 2003:50). 
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Efek penggunaan ganja terhadap tubuh manusia telah banyak 
ditulis oleh ahli. Efek tersebut lebih banyak buruknya dari pada baiknya. 
Penggunaan ganja itu sendiri lebih banyak untuk tujuan yang negative dari 
pada tujuan yang positif seperti penggunaan untuk pengobatan. Efek 
penggunaan ganja menurut Franz Bergel, meliputi efek fisik dan psikis (M. 
Ridha Ma‟ruf,  1976:22) 
c. Candu (Opium) 
Candu atau opium merupakan sumber utama dari narkotika alam. 
Opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak 
biji tanaman papaver samni vervum yang belum masak. Jika buah candu 
yang bulat telur itu terkena torehan, getah tersebut jika ditampung dan 
kemudian dijemur akan menjadi opium mentah.Cara modern untuk 
memprosesnya sekarang adalah dengan jalan mengolah jeraminya 
secara besar-besaran, kemudian dari jerami candu yang matang setelah 
diproses akan menghasilkan alkolida dalam bentuk cairan, padat, dan 
bubuk. 
Berbagai narkotika berasal dari Alkoloida candu, misalnya 
Morphine,Heroin, berasal dari tanaman Papaver Somniferum L dan dari 
keluarga Papaveraceae. Nama Papaver Somniferum merpakan sebutan 
yang diberikan oleh Linnaeus pada tahun 1753. Selain disebut dengan 
Papaver Somniferum, juga disebut Papaver Nigrum dan  Pavot 
Somnivere. 
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Ciri-ciri tanaman Papaver Somniferum adalah sebaga berikut; 
tingginya 70-110 cm, daunnya hijau lebar berkeluk-keluk. Panjangnya 10-
25 cm, tangkainya besar berdiri menjulang ke atas keluar dari rumpun 
pohonnya, berbunga (merah, putih, ungu) dan buahnya berbentuk bulat 
telurdari buahnya itu diperoleh getah yang berwarna putih kemudian 
membeku, getah yang tadinya berwarna putih setelah mongering berganti 
warnanya menjadi hitam cokelat, getah itu dikumpulkan lalu diolah 
menjadi candu mentah atau candu kasar. Dalamperkembangannya opium 
menjadi tiga bagian;opium mentah, opium masak, dan opium obat. 
d. Morpin 
Perkataan “morphin” itu berasal dari bahasa Yunani “Morpheus” 
yang artinya dewa mimpi yang dipuja-puja. Nama ini cocok dengan 
pecandu morphin, karena merasa fly di awing-awang. 
Morpin adalah jenis narkotika yang bahan bakunya berasal dari 
candu atau opium.Sekitar 4-21% morpin dapat dihasilkan dari opium. 
Morpin adalah prototype analgetik yang kuat, tidak berbau,rasanya pahit, 
berbentuk Kristal putih, dan warnanya makin lama berubah menjadi 
kecokelat-cokelatan. 
Morpin adalah alkoloida utama dari opium, dengan rumus kimia C17  
H19 NO3. Ada tiga macam morpin yang beredar di masyarakat, yakni; 
cairan yang berwarna putih yang pemakainnya dengan cara injeksi, bubuk 
atau serbuk berwarna putih seperti bubuk kapur atau tepung yang 
pemakainnya dengan cara injeksi atau merokok, dan tablet kecil berwarna 
putih yang pemakainnya dengan menelan. 
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e. Heroin 
Setelah ditemukan zat kimia morphine pada tahun 1806 oleh 
Fredich Sertumer, kemudian pada tahun 1898, Dr. Dresser, seorang 
ilmuwan berkebangsaan Jerman, telah menemukan Zat Heroin. Semula 
zat baru ini (heroin) diduga dapat menggantikan morphine dalam dunia 
kedokteran dan bermanfaat untuk mengobati para morpinis. Akan tetapi 
harapan tersebut tidak berlangsung lama, karena terbukti adanya 
kecanduan yang berlebihan bahkan lebih cepat daripada morphine serta 
lebih susah disembuhkan bagi para pecandunya. 
Heroin atau diacethyl morpin adalah suatu zat semi sintesis turunan 
morpin. Proses pembuatan heroin adalah melalui proses penyulingan dan 
proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara acethalasi  dengan 
aceticanydrida. Bahan bakunya adalah morpin, asam cuka, anhidraid atau 
asetilklorid. 
Dari uraian jenis narkotika di atas, maka dapat diketahui bahwa 
narkotika dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu: 
1. Golongan narkotika (Golongan I); seperti opium, morphine, 
heroin, danlain-lain. 
2.  Golongan psikotropika (Golongan II); seperti ganja, ectacy, 
shabushabu,hashis, dan lain-lain. 
3. Golongan zat adiktif lain (Golongan III); minuman yang 
mengandungalkohol seperti beer, wine, whisky, vodka, dan 
lain-lain. 
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D. Pengertian dan Bentuk Penyalahgunaan Narkotika 
1. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika 
 Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang mengunakan 
narkotika tanpa hak atau melawan hukum atau  merupakan suatu tindak 
kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik 
maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara 
sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan 
narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk 
dituntut pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil (M. Taufik 
Makaro, dkk, 2005:49). Selain itu penyalahgunaan narkotika merupakan 
suatu pola penggunaan yang bersifat patogolik, berlangsung dalam jangka 
waktu tertentu dan menimbulkan gangguan fungsi sosial dan okupasional 
(Husein Alatas, dkk,  2003:17). 
Penyalahgunaan narkotika adalah suatu kondisi yang dapat 
dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, yaitu gangguan 
mental dan perilaku akibat penyalahgunaan narkotika (H. Dadang Hawari, 
2003:12). 
2. Bentuk Penyalahgunaan Narkotika 
 Dalam kaitan teoritis ilmiah bentuk-bentuk tindak pidana, maka 
dalam hal ini sejauh mana rumusan pengaplikasian undang-undang 
tersebut dapat diimplementasikan, maka dapat dijelaskan tentang bentuk 
penyalahgunaan narkotika sebagai berikut: 
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a. Narkotika apabila dipergunakan secara proposional, artinya 
sesuai menurut asas pemanfaatan, baik untuk kesehatan 
maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka hal 
tersebut tidak dapat dikwalisir sebagai tindak pidana narkotika. 
Akan tetapi apabila dipergunakan untuk maksud-maksud yang 
lain dari itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan 
sebagai perbuatan yang jelas adalah tindakan pidana dan atau 
penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang No.35 
Tahun 2009. 
b. Penyalahgunaan narkotika meliputi pengertian yang lebih luas 
antara lain: 
 Membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-
tindakan berbahaya dan mempunyai resiko. 
 Menentang suatu otoritas baik terhadap orang tua, guru, 
hukum, maupun instansi tertentu. 
 Mempermudah penyaluran perbuatan seks. 
 Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh 
pengalaman-pengalaman emosional. 
 Berusaha agar menemukan arti daripada hidup. 
 Mengisi kekosongan-kekosongan dan perasaan bosan 
karena tidak ada kegiatan. 
 Menghilangkan rasa frustasi dan gelisah. 
 Mengikuti kemauan teman dan tata pergaulan lingkungan. 
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 Hanya sekedar ingin tahu atau iseng. 
Kecuali itu, tetapi dapat juga digunakan untuk kepentingan 
ekonomi atau kepentingan pribadi 
c. Menurut ketentuan hukum pidana, para pelaku tindak pidana itu 
pada dasarnya dapat dibedakan menjadi: 
 Pelaku utama. 
 Pelaku peserta. 
 Pelaku pembantu. 
Untuk menentukan apakah seorang pelaku tergolong ke 
dalam salah satunya, maka perlu ada proses peradilan 
sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana. 
d. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain: 
 Penyalahgunaan melebihi dosis 
Hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti yang telah 
diutarakan diatas. 
 Pengedaran narkotika 
Karena keterikatan suatu mata rantai peredaran narkotika, 
baik nasional maupun internasional. 
 Jual beli narkotika 
Hal ini pada umumnya dilatar belakangi oleh motivasi untuk 
mencari keuntungan materil, namun ada juga karena 
motivasi untuk kepuasan (M. Taufik Makaro, dkk, 2005:43-
45). 
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E. Fakto-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan 
Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan permasalahan 
yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan 
telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu 
pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum juga ada satu 
jawaban penyelesaian yang memuaskan. 
Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia 
baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausal. 
Sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab 
kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab 
pembawa resiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan 
orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya 
perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok. 
Sebagaimana telah dikemukakan, kejahatan merupakan problem 
bagi manusia karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat, 
kejahatan masih saja terjadi. Hal ini merupakan permasalan masih belum 
dapat dipecahkan sampai sekarang. 
Separovic (Made Darma Weda, 1996:76) mengemukakan, bahwa: 
“Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu (1) 
faktor personal, termasuk didalamnya faktor biologis (umur,jenis 
kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, 
kecerobohan, dan keterasingan), dan (2) faktor situasional, seperti 
situasi konflik, faktor tempat dan waktu”. 
 
Dalam perkembangan, terdapat beberapa teori yang berusaha 
menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dari pemikiran itu, berkembanglah 
aliran atau mazhab-mazhab dalam kriminologi. Sebenarnya teori-teori 
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yang menjelaskan sebab-sebab kejahatan sudah dimulai sejak abad ke-
18. Pada waktu itu, seseorang yang melakukan kejahatan dianggap 
sebagai orang yang dirasuk setan. Orang berpendapat bahwa tanpa 
dirasuk setan, seseorang tidak akan melakukan kejahatan. Pandangan ini 
kemudian ditinggalkan dan muncullah beberapa aliran, yaitu aliran klasik, 
kartografi, tipologi dan aliran yang sosiologi berusaha untuk menerangkan 
sebab-sebab kejahatan secara teoristis ilmiah. 
Aliran klasik timbul dari Inggris, kemudian menyebarluaskan ke 
Eropa dan Amerika. Dengan aliran ini adalah psikologi hedonistic. Bagi 
aliran ini setiap perbuatan manusia didasarkan atas pertimbangan rasa 
senang dan tidak senang. Setiap manusia berhak memilih mana yang baik 
dan mana yang buruk. Perbuatan berdasarkan pertimbangan untuk 
memilih kesenangan atau sebaliknya yaitu penderitaan. Dengan demikian, 
setiap perbuatan yang dilakukan sudah tentu lebih banyak mendatangkan 
kesenangan dengan kosekuensi yang telah dipertimbangkan, walaupun 
dengan pertimbangan perbuatan tersebut lebih banyak mendatangkan 
kesenangan. 
Tokoh utama aliran ini adalah Beccaria yang mengemukakan 
bahwa setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan 
kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. 
Sementara itu Bentham (Made Darma Weda, 1996:15) menyebutkan 
bahwa the act which I think will give me most pleasure. Dengan demikian, 
pidana yang berat sekalipun telah diperhitungkan sebagai kesenangan 
yang akan diperoleh. 
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Aliran kedua adalah Kartographik. Para tokoh aliran ini antara lain 
Quetetdan Querry. Aliran ini dikembangkan di Perancis dan menyebar ke 
Inggris dan Jerman aliran ini memperhatikan penyebaran kejahatan pada 
wilayah tertentu berdasarkan faktor geografik dan sosial. Aliran ini 
berpendapat bahwa kejahatan merupakan perwujudan dari kondisi-kondisi 
sosial yang ada. 
Aliran ketiga adalah sosialis yang bertolak dari ajaran Marx dan 
Engels, yang berkembang pada tahun 1850 dan berdasarkan pada 
determinisme ekonomi ( Bawengan, 1974:32). Menurut para tokoh aliran 
ini, kejahatan timbul disebabkan adanya sistem ekonomi kapitalis yang 
diwarnai dengan penindasan terhadap buruh, sehingga menciptakan 
faktor-fator yang mendorong berbagai penympangan. 
Aliran keempat adalah Tipologic. Ada tiga kelompok yang termasuk 
dalam aliran ini yaitu Lambrossin, Mental tester, dan Psikiatrik yang 
mempunyai kesamaan pemikiran dan mitiologi. Mereka mempunyai 
asumsi bahwa perbedaan antara penjahat dan bukan penjahat terletak 
ada sifat tertentu pada kepribadian yang mengakibatkan seseorang 
tertentu berbuat kejahatan. Kecendurunga berbuat kejahatan juga 
mungkin diturunkan dari orang tua atau merupakan ekspresi dari sifat-sifat 
kepribadian dan keaadan sosial maupun proses-proses lain yang 
menyebabkan adanya potensi-potensi pada orang tersebut ( Dirjosisworo, 
1994:32). 
Ketiga kelompok tipologi ini memiliki perbedaan dalam penentuan 
cirri khas yang membedakan penjahat dan bukan penjahat. Menurut 
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Lambroso kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir. 
Oleh karena itu dikatakan bahwa “ Criminal is born not made” (Bawengan, 
1974: 10). 
Ada bebrapa proposisi yang dikemukakan oleh Lambroso, yaitu ; 
(1) penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe yang berbeda-beda, (2) tipe 
ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang 
asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut 
panjang yang jarang dan tahan terhadap rasa sakit. Tanda ada 
bersamaan jenis tipe penjahat, tiga sampai lima diragukan dan dibawah 
tiga mungkin bukan penjahat, (3) tanda-tanda lahir inilah bukan 
merupakan penyebab kejahatan tapi merupakan tanda pengenal 
kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku criminal. Ciri-ciri ini 
meripakan pembaharuan sejak lahir, (4) karena adanya kepribadian ini, 
maka tidak dapat menghindar dari melakukan kejahatan kecuali bila 
lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan, dan (5) penjahat-
penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan 
oleh tanda tertentu. 
Setelah menghilangnya aliran Lambroso, muncullah aliran mental 
tester. Aliran ini dalam metodologinya menggunakan tes mental. Menurut 
Goddart (Made Darma Weda, 1996:18), setiap penjahat adalah orang 
yang feeble mindedness (orang yang otaknya lemah). Orang yang seperti 
ini tidak dapat pula menilai akibat perbuatannya tersebut. Kelemahan otak 
merupakan pembawaan sejak lahir serta penyebab orang melakukan 
kejahatan. 
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Kelompok lain dari aliran tripologi ini adalah psikiatrik. Aliran ini  
lebih menekankan pada unsur psikologi, yaitu pada gangguan emosional. 
Gangguan emosional diperoleh dalam interaksi sosial oleh karena itu 
pokok ajaran ini lebih mengacu organisasi tertentu dari pada kepribadian 
seseorang yang berkembang jauh dan terpisah dari pengaruh-pengaruh 
jahat tetap akan menghasilkan kelakuan jahat, tanpa mengingat situasi-
situasi sosial. 
Aliran sosiologis menganalisis sebab-sebab kejahatan dengan 
memberikan interpretasi bahwa kejahatan sebagai “a function of 
environment”. Tema sentral aliran ini adalah “that criminal behavior results 
from the same processes as other sosial behavior”. Bahwa proses 
terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya, 
termasuk tingkah laku yang baik. Salah seorang tokoh aliran ini adalah 
Edwin H. Sutherland. Ia mengemukakan bahwa perilaku manusia 
dipelajari di dalam lingkungan sosial. Semua tingkah laku sosial dipelajari 
dengan berbagai cara. 
Teori Asosiasi diferensial oleh Sutherland ini didasarkan pada 
Sembilan proposisi (Atmasasmita, 1995:14-15) yaitu: 
a) Tingkah laku criminal dipelajari 
b) Tingkah laku criminal dipelajari dalam interaksi dengan orang 
lain dalam suatu proses komunitas. 
c) Bagian yang terpenting dari mempelajari tingkah laku criminal 
itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang intim/dekat. 
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d) Ketika tingkah laku criminal dipelajari, pembelajaran itu 
termasuk (a) teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang 
sulit, kadang sangat mudah dan (b) arah khusus dari motif-motif, 
dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi, dan sikap 
e) Arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan itu dipelajari 
melalui definisi-definisis dari aturan-aturan hokum apakah  ia 
menguntungkan atau tidak 
f) Seseorang menjadi delikuen karena definisi-definisi yang 
menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisi-
definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum 
g) Asosiasi diferensial itu mungkin bervariasi tergantung dari 
frekuensinya, durasinya, prioritasnya, dan intensitasnya 
h) Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi 
dengan pola-pola criminal dan arti criminal melibatkan semua 
mekanisme yang ada di setiap  pembelajaran lain 
i) Walaupun tingkah laku criminal merupakan ungkapan dari 
kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena 
tingkah laku non criminal juga ungkapan dari kebutuhan-
kebutuhan dan nilai-nilai yang sama. 
Pada awal 1960-an muncullah perspektif label. Perspektif ini 
memiliki perbedaan orientasi tentang kejahatan dengan teori-teori lainnya. 
Perspektif label diartikan dari segi pemberian nama, yaitu bahwa sebab 
utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian 
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label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu 
pada masyarakat (Dirdjosisworo, 1994:125). 
Pendekatan lain yang menjelaskan sebab-sebab kejahatan adalah 
pendekatan sobural, yaitu akronim dari nilai-nilai sosial, aspek budaya, 
dan faktor struktur yang merupakan elemen-elemen yang terdapat dalam 
setiap masyarakat (Sahetapy, 1992:37). Aspek budaya dan faktor 
structural merupakan dua elemen yang saling berpengaruh dalam 
masyarakat. Oleh karena itu, kedua elemen tersebut bersifat dinamis 
sesuai dengan dinamisasi dalam masyarakat yang bersangkutan. Ini 
berarti, kedua elemen tersebut tidak dapat dihindari dari adanya pengaruh 
luar seperti ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagainya. Kedua 
elemen yang saling mempengaruhi nilai-nilai sosial yang terdapat dalam 
masyarakat . Dengan demikian, maka nilai-nilai sosial pun akan bersifat 
dinamis sesuai dengan perkembangan aspek budaya dan faktor structural 
dalam masyarakat yang bersangkutan. 
 
F. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat 
diseluruh Negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan 
produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut 
pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma-
norma agama, norma moral hukum. Norma hukum pada umumnya 
dirumuskan dalam undang-undang yang dipertanggung jawabkan aparat 
pemerintah untuk menegakkannya, terutama kepolisian, kejaksaan dan 
pengadilan. Namun, karena kejahatan langsung mengganggu keamanan 
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dan ketertiban masyarakat, karena setiap orang mendambakan kehidupan 
masyarakat yang tenang dan damai. 
Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau 
tidak langsung mendorong pula perkembanga dari pemberian reaksi 
terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan 
dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan 
tersebut. 
Menurut Hoefnagels (Arief, 1991:2) upaya penanggulangan 
kejahatan dapat ditempuh dengan cara : 
a) Criminal application : (penerapan hukum pidana) 
Contohnya: penerapan Pasal 354 KUHP dengan hukuman 
maksimal yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun 
putusannya. 
b) Preventif without punishment : (pencegahan tanpa pidana) 
Contohnya: dengan menerapkan hukuman maksimal pada 
pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan 
prevensi (pencegahan) kepada public walaupun ia tidak dikenai 
hukuman atau shock therapy kepada masyarakat. 
c) Influencing views of society on crime and punishment ( mas 
media mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai 
kejahatan dan pemindanaan lewat mas media). 
Contohnya : mensodialisasikan suatu undang-undang dengan 
memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan 
ancaman hukumannya. 
34 
Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu 
kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Kaiser (Darmawan, 1994:4) 
memberikan batasan tentang pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha 
yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk 
memperkecil ruang segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus 
untuk memperkecil ruang lingkup kekerasan dari suatu pelanggaran baik 
melalui pengurangan  ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh 
kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta 
kepada masyarakat umum. 
Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. 
Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat 
berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan 
melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan 
untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat (Sudarto, 
1981:114). 
Peran pemerintah yang begitu luas, maka kunci dan strategis 
dalam menanggulangi kejahatan meliputi (Arief, 1991:4), ketimpangan 
sosial, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran 
dan kebodohan di antara golongan besar pendudukan. Bahwa upaya 
penghapusan sebab dari kondisi menimbulkan kejahatan harus 
merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar. 
Secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha 
pencegahan kejahatan adalah polisi. Namun karena terbatasnya sarana 
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dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tidak 
efektifnya tugas mereka. Lebih jauh polisi juga tidak memungkinkan 
mencapai tahap ideal pemerintah, sarana dan prasarana yang berkaitan 
dengan usaha pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, peran serta 
masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan menjadi hal yang 
sangat diharapkan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pinrang khususnya di wilayah 
Hukum Polres Pinrang. Pemilihan lokasi, didasarkan pada objek penelitian 
yang berkaitan dengan pokok pembahasan nantinya. Adapun subjek 
penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau 
lebih tepanya adalah seseorang atau sesuatu mengenainya diperoleh 
keterangan tentang objek penelitian. Karena yang menjadi objek 
penelitian di sini adalah tinjauan secara kriminologis terhadap 
penyalahgunaan narkotika di wilayah Polres Pinrang maka yang menjadi 
subjek penelitian adalah aparat kepolisian dan para tahanan dan 
narapidana yang terlibat dalam kasus narkotika. Instansi atau lembaga 
yang dimaksud dalam hal ini adalah Kepolisian Wilayah Hukum Polres 
Pinrang. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1) Data primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian 
lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan 
penelitian ini. 
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2) Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan, yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah : 
a) Penelitian pustaka (library research), yaitu menelaah            
berbagai buku kepustakaan, Koran dan karya ilmiah yang ada 
hubungannya dengan objek penelitian. 
b) Penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data 
dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-
fenomena yang diselidiki. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah: 
1. Wawancara, yaitu tanya-jawab secara langsung yang dianggap 
dapat memberikan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan 
objek penelitian. 
2. Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat   
dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan 
yang akan dikaji. 
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan 
diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan 
sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data 
yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan 
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gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara 
kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu 
menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya Penyalagunahan 
Narkotika di Wilayah Hukum Polres Pinrang 
Teknologi yang semakin meningkat telah membuat banyak 
pengaruh terhadap banyak kalangan. Salah satunya narkotika yang telah 
merebak kemana-mana tampa memandang status, terhadap kalangan 
atas maupun kalangan bawah, anak-anak, tua maupun muda, dimana 
permasalahan ini telah sangat berbahaya tidak hanya terhadap 
masyarakat akan tetapi juga menjadi ancam yang serius bagi sebuah 
negara karena berpotensi merusak generasi muda penerus bangsa. 
Di Wilayah Hukum Polres Pinrang dimana sebagai Kabupaten yang 
sedang berkembang tidak luput dari ancaman penyalagunahan narkotika, 
karena menjadi lahan yang subur bagi peredaran barang haram ini, hal ini 
di pengaruhi beberapa faktor dalam masyarakat yang menunjang 
peredaran narkotika. Adapun faktor-faktor tersebut adalah: 
1. Faktor ekonomi. 
Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya 
penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum polres Pinrang, dimana para 
pelaku pengedar narkotika sebagian besar hidup berada dibawah garis 
kemiskinan, hal ini di manfaatkan oleh para bandar besar narkotika yang 
mempunyai modal dengan menjanjikan keuntungan upah yang besar bagi 
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para pengedar. Maka banyak dari individu maupun kelompok dengan 
alasan guna memperbaiki tingkat taraf kehidupan ekonomi mereka, 
karena bentuk perdagangan obat-obatan terlarang tersebut dapat 
menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda tanpa harus kerja keras 
sehingga mengundang keinginan yang besar melakukan berbagai macam 
penyelundupan agar keuntungan yang di peroleh mampu mengatasi 
kesulitan ekonomi.  
Hal ini sejalan dengan pemaparan Brigpol Andi Hendra, bahwa: 
Para pelaku pengedar narkotika di wilayah hukum polres 
Pinrang,sebagian besar beralasan karena tuntutan ekonomi sebab 
dengan bisnis ini, menjanjikan keuntungan yang besar bagi para 
pelakunya dengan resiko berat.  
 
2. Faktor Keluarga 
            Penyalahgunaan narkotika berhubungan erat dengan ketidak 
harmonisan keluarga pelaku. Faktor keluarga ini seperti komunikasi antara 
orangtua dan anak kurang baik, orang tua yang bercerai, kawin lagi, orang 
tua yang oriter, dan sebagainya. hal ini menjadi faktor pemicu pemakain 
narkotika oleh anak. Interaksi antara orangtua dengan anak tidak cukup 
hanya berdasarkan niat baik. Cara berkomunikasi juga harus baik. 
Masing-masing pihak harus memiliki kesabaran untuk menjelskan isi 
hatinya dengan cara yang tepat, Banyak sekali konflik di dalam rumah 
tangga yang terjadi karena kesalahpahaman atau kekeliruan 
berkomunikasi. Kekeliruan kecil itu, dapat berakibat fatal, yaitu masuknya 
narkotika ke dalam keluarga 
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3. Faktor lingkungan 
Faktor lingkungan pergaulan bebas adalah faktor yang kerap kali 
mempengaruhi penyimpangan perilaku seseorang, karena lingkungan 
merupakan yang terdekat setelah keluarga di dalam hidup bermasyarakat, 
seseorang berinteraksi antara satu dengan lain yang memiliki karakter 
berbeda-beda . ada yang menaati hukum dan ada juga yang tidak menaati 
hukum. 
Dalam hal ini, masih bayaknya masyarakat yang kurang menyadari 
bahwa mereka sendirilah yang menyediakan sarana sehingga 
menyebabkan terjadinya kejahatan, maka sangat di  butuhkan funsi 
kontrol masyarakat sehingga interaksi antara masyarakat bisa terjaga 
dengan baik. 
Menurut Brigpol A.Hendra, bahwa: 
Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi di wilayah 
polres Pinrang, di karenakan faktor lingkungan pergaulan bebas, 
yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain, selain itu 
sebagian besar dari pelaku terjerat dalam penyalahgunaan 
narkotika karena kurangnya funsi kontrol dari masyarakat. 
 
4. Faktor pendidikan 
            Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, karena perilaku 
merupakan cerminan dari pola pendidikan yang seseorang dapatkan, 
Kurangnya pengetahuan seseorang yang diakibatkan karena rendahnya 
pendidikan formal yang ia dapatkan sihingga dapat mempengaruhi pola 
pikir dan meningkatkan resiko terpengaruh dunia negatif, Rendahnya 
pengetahuan seseorang mengenai bahaya narkotika menyebabkan 
seseorang berani mencoba menyalahgunakan narkotika. 
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5. Faktor sosiologis  
Faktor sosiologis di karenakan sebagian orang mengangap 
narkotika sebagai alat pergaulan yang di dorong oleh pergeseran nilai 
hidup oleh masyarakat, serta dikatakan sebagai trend hidup masa kini, 
sehingga cenderung narkotika di jadikan penunjang dalam melakukan 
interaksi sosial oleh kalangan-kalangan tertentu.  
Sejalan dengan hal diatas penulis berpendapat bahwa, kebanyakan 
dari mereka yang melakukan penyalahgunaan narkotika ini disebabkan 
karena faktor pergaulan dari ingin coba coba dan karena seringnya 
mengkomsumsi dan akhirnya mereka menjadi ketagihan. Dengan begitu 
tidak sedikit dari mereka yang menjadi pengedar sekaligus pemakai. Hal 
ini disebabkan oleh faktor ekonomi mereka yang sudah tidak mampu lagi 
membeli obat-obatan tersebut karena harganya semakin mahal sehingga 
mereka terpaksa menjadi pengedar agar tetap dapat menggunakan 
barang haram tersebut. 
Adapun data yang diperoleh dari lokasi penelitian mengenai 
penyalahgunaan narkotika di Wilayah hukum Polres Pinrang dalam 
beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Namun demikian 
dengan ditemukannya banyak kasus penyalahgunaan narkotika di 
Wilayah Polres Pinrang, tentu sangat mengkhawatirkan sehingga 
memerlukan perhatian dan penanganan serius. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP.Muhammad Yusuf 
Badu, bahwa: 
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Para pelaku penyalagunan narkotika tersebut adalah kebanyakan 
penduduk asli setempat, tetapi ada juga yang datang dari luar 
daerah dan luar pulau. 
 
Penyalahgunaan narkotika dalam berbagai bentuk sudah 
merupakan topik pembicaraan orang khususnya di Wilayah Hukum Polres 
Pinrang. Masalah ini harus menjadi perihatin bagi aparat pemerintah 
sebelum penyalahgunaan narkotika semakin meningkat, karena sangat 
mengancam generasi muda Indonesia. Meskipun masih ada lagi banyak 
tindak pidana bentuk lainnya yang telah terjadi, namun memberantas 
penyalahgunaan narkotika adalah merupakan masalah yang sangat 
penting karena penyalahgunaan narkotika itu tidak mengenal batas usia, 
status sosial, serta wilayah geografisnya. 
Penyalahgunaan narkotika semakin meningkat dilakukan dalam 
berbagai bentuk aksi kejahatan. Data mengenai pelaku aksi kejahatan itu 
sangat rapi dan hanya diketahui anggota atau teman pelaku, sehingga 
membuat aparat kepolisian menemukan kesulitan mengungkap aksi 
pelaku kejahatan tersebut. Lagi pula para pelaku kejahatan sering 
berpindah-pindah lokasi operasi, tempat tinggal serta identitas pelaku 
selalu berubah-ubah sehingga tidak mudah untuk diketahui. Selain itu 
data penyalahgunaan narkotika khususnya di Wilayah Hukum Polres 
Pinrang  berawal dari adanya distribusi narkotika yang masuk melalui 
transportasi laut maupun melalui jalur lalu lintas darat. Lebih jelasnya data 
tersebut penulis paparkan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini. 
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Tabel 1   Data penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres 
Pinrang, Tahun 2009-2012 
 
No. Tahun Narkotika 
1. 
2. 
3. 
4. 
2009 
2010 
2011 
2012 
31 
20 
49 
74 
Jumlah 174 
Sumber Data: Polres Pinrang. 
Polres Pinrang telah menunjukan data dan persentase 
penyalahgunaan narkotika. Tabel 1 di atas telah menunjukan bahwa data 
dan persentase kasus penyalahgunaan narkotika sebagai berikut: 
1. Tahun 2009 tercatat 31 kasus. 
2. Tahun 2010 tercatat 20 kasus. 
3. Tahun 2011 tercatat 49 kasus. 
4. Tahun 2012 tercatat 74 kasus. 
Jumlah keseluruhan penyalahgunaan narkotika di Polres Pinrang 
adalah 174 kasus. 
Apabila kita membandingkan data persentase penyalahgunaan 
narkotika, nampak terbaca bahwa penyalahgunaan narkotika diwilayah 
Hukum Polres Pinrang sudah sangat memperihatinkan. Hal ini disebabkan 
karena, mengingat wilayah kota makassar adalah tempat yang sangat 
strategis untuk mengedarkan barang haram (narkotika). 
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Tabel 2.  Data pelaku penyalahgunaan narkotika diwilayah hukum Polres 
Pinrang menurut jenis kelamin, Tahun 2009-2012   
 
No. Tahun 
Jenis Kelamin 
Pria Wanita 
1. 
2. 
3. 
4. 
2009 
2010 
2011 
2012 
29 
20 
45 
72 
2 
- 
4 
2 
Jumlah 266 8 
Sumber Data: Polres Pinrang   
Hasil pengamatan Polres Pinrang telah menunjukkan data dan 
persentase penyalahgunaan narkotika menurut jenis kelamin dalam setiap 
tahun dengan masa periode selama empat tahun dari tahun 2009-2012. 
Tabel 2 di atas telah menunjukkan bahwa data dan persentase 
penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polres Pinrang menurut 
jenis kelamin tercatat sebagai berikut : 
1. Tahun 2009 tercatat 29 orang jenis kelamin pria dan 2 orang 
jenis kelamin wanita. 
2. Tahun 2010 tercatat 20 orang jenis kelamin pria dan tidak ada 
jenis kelamin wanita. 
3. Tahun 2011 tercatat 45 orang jenis kelamin pria dan 4 orang 
jenis kelamin wanita. 
4. Tahun 2012 tercatat 72 orang jenis kelamin pria dan 2 orang 
jenis kelamin wanita. 
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Jadi jumlah keseluruhan pelaku penyalahgunaan narkotika menurut 
jenis kelamin adalah :  
1. Pria = 266 
2. Wanita = 8 
Apabila kita membandingkan jumlah data pelaku penyalahgunaan 
narkotika menurut jenis kelamin, nampak jelas terbaca bahwa tingkat 
penggunaan narkotika didominasi pelaku tindak pidana narkotika rata-rata 
dari kaum pria. Salah satu penyebabnya adalah kebanyakan dari mereka 
adalah kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab penuh 
terhadap keluarga  dan mempunyai masalah dengan faktor ekonomi dan 
jalan satu-satunya adalah dengan cara melakukan pekerjaan haram 
tersebut. 
 
Tabel 3.  Data Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum 
Polres Pinrang Menurut Pendidikan, Tahun 2009-2012.  
 
No. Tahun 
Pendidikan 
Jumlah Tidak 
Sekolah 
SD SMP SMU 
Perguruan 
Tinggi 
1. 
2. 
3. 
4. 
2009 
2010 
2011 
2012 
- 
- 
- 
- 
8 
7 
21 
25 
7 
5 
14 
22 
14 
7 
14 
26 
1 
1 
- 
1 
30 
21 
49 
73 
Jumlah - 61 48 61 3 173 
Sumber Data: Polres Pinrang 
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Pada tabel 3 diatas telah diketahui bahwa pelaku penyalahgunaan 
narkotika lebih banyak dilakukan dari tingkat pendidikan Sekolah 
Menengah Umum (SMU) hal ini dapat dibaca dari jumlah penyalahgunaan 
narkotika sebanyak 173 orang. Kondisi yang dialami pada tingkatan 
Sekolah Menengah Umum juga dialami dijenjang pendidikan lainya, meski 
lebih sedikit dibandingkan SMU yang dirinci sebagai berikut : 
1. Tahun 2009, jumlah pelaku penyalahgunaan narkotika yang 
Tidak Sekolah (TS) tidak ada, jenjang Sekolah Dasar (SD) 8 
orang pelaku, jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 7 
orang pelaku, jenjang Sekolah Menengah Umum (SMU) 14 
orang pelaku, dan jenjang perguruan tinggi 1 orang pelaku. Jadi 
jumlah keseluruhan pelaku penyalahgunaan narkotika menurut 
jenjang pendidikan selama tahun 2009 adalah 30 orang pelaku. 
2. Tahun 2010, jumlah pelaku penyalahgunaan narkotika yang 
Tidak Sekolah (TS) tidak ada, jenjang Sekolah Dasar (SD) 7 
orang pelaku, jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 5 
orang pelaku, jenjang Sekolah Menengah Umum (SMU) 7 orang 
pelaku, dan jenjang Perguruan Tinggi (PT) 1 orang pelaku. Jadi 
jumlah keseluruhan pelaku penyalahgunaan narkotika menurut 
jenjang pendidikan selama tahun 2010 adalah 21 orang pelaku. 
3. Tahun 2011, jumlah pelaku penyalahgunaan narkotika yang 
Tidak Sekolah (TS) tidak ada, jenjang Sekolah Dasar (SD) 21 
orang pelaku, jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 14 
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orang pelaku, jenjang Sekolah Menengah Umum (SMU) 14 
orang pelaku, dan jenjang Perguruan Tinggi (PT) tindak ada. 
Jadi jumlah keseluruhan pelaku penyalahgunaan narkotika 
menurut jenjang pendidikan selama tahun 2011 adalah 49 orang 
pelaku. 
4. Tahun 2012, jumlah pelaku penyalahgunaan narkotika yang 
Tidak Sekolah (TS) tidak ada, jenjang Sekolah Dasar (SD) 25 
orang pelaku, jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 22 
orang pelaku, jenjang Sekolah Menengah Umum (SMU)  26 
orang pelaku, dan jenjang Perguruan Tinggi (PT) 1 orang 
pelaku. Jadi jumlah keseluruhan pelaku penyalahgunaan 
narkotika menurut jenjang pendidikan selama tahun 2012 
adalah 173 orang pelaku. 
Tabel 4.  Data Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum 
Polres Pinrang Menurut Usia, Tahun 2009-2012 
 
No. Tahun 
Usia 
Jumlah 
10-17 18-20 21-25 31 
keatas 
1. 
2. 
3. 
4. 
2009 
2010 
2011 
2012 
1 
3 
7 
- 
- 
- 
3 
5 
4 
2 
5 
     14 
26 
15 
39 
55 
31 
20 
54 
74 
Jumlah 11       8 25 135 179 
Sumber Data : Polres Pinrang 
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Tabel 4 diatas menunjukkan data usia pelaku penyalahgunaan 
narkotika jelas diketahui bahwa usia pelaku penyalahgunaan narkotika 31 
keatas yang banyak melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini dapat 
dibacadari jumlah batas usia pelaku 31 keatas yang berjumlah 135 orang 
pelaku. Adapun batas usia pelaku penyalahgunaan narkotika lainya 
selama 4 tahun dari tahun 2009-2012 dapat dirinci sebagai berikut : 
1. Tahun 2009, batas usia pelaku 10-17 tahun = 1 orang pelaku, 
batas usia pelaku 18-20 tahun = tidak ada, batas usia pelaku 21-
25 tahun = 4 orang pelaku, batas usia pelaku 31 tahun keatas = 
26 orang pelaku. Jadi jumlah keseluruhan pelaku 
penyalahgunaan narkotika menurut usia selama tahun 2009 
adalah 31 orang pelaku. 
2. Tahun 2010, batas usia pelaku 10-17 tahun = 3 orang pelaku, 
batas usia pelaku 18-20 tahun = tidak ada, batas usia 21-25 tahun 
= 2 orang pelaku, batas usia pelaku 31 tahun keatas = 15 orang 
pelaku. Jadi jumlah keseluruhan pelaku penyalahgunaan narkotika 
menurut usia selama tahun 2010 adalah 20  orang pelaku. 
3. Tahun 2011, batas usia pelaku 10-17 tahun = 7 orang pelaku, 
batas usia 18-20 tahun = 3 orang pelaku, batas usia pelaku 21-25 
tahun = 5 orang pelaku, batas usia 31 tahun keatas = 39 orang 
pelaku. Jadi jumlah keseluruhan pelaku penyalahgunaan narkotika 
menurut usia selama tahun 2011 adalah 54 orang pelaku. 
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4. Tahun 2012, batas usia pelaku 10-17 tahun = tidak ada, batas 
usia pelaku 18-20 tahun = 5 orang pelaku, batas usia pelaku 21-
25 tahun = 14 orang pelaku, dan batas usia 31 tahun keatas = 55 
orang pelaku. Jadi jumlah keseluruhan pelaku penyalahgunaan 
narkotika menurut usia selama tahun 2012 adalah 179 orang 
pelaku. 
Tabel 5.  Data Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum 
polres Pinrang Menurut pekerjaan, Tahun 2009-2011  
 
No. Tahun 
Pekerjaan 
Jumlah 
Tidak 
Bekerja 
Peg. 
Negeri 
Wira-
swasta 
Peg. 
Swasta 
TNI/ 
Polri 
Tani/ 
Nelayan 
1. 
2. 
3. 
4. 
2009 
2010 
2011 
2012 
17 
    20 
29 
32 
1 
1 
7 
12 
20 
28 
35 
40 
14 
17 
26 
34 
1 
       - 
3 
2 
8 
12 
17 
13 
61 
78 
   117 
133 
Jumlah 98 21 123 91 6 50 389 
Sumber Data : Polres Pinrang 2012 
Pada tabel 5 diatas menunjukkan bahwa pelaku penyalahgunaan 
narkotika jika dilihat dari pekerjaan jelas diketahui bahwa yang paling 
banyak melakukan penyalahgunaan narkotika adalah wiraswasta, hal ini 
terbukti dari jumlah data pelaku yaitu sebanyak 123 orang pelaku. Tidak 
menutupi kemungkinan ada yang melakukan penyalahgunaan diluar dari 
pekerjaan wiraswasta tersebut, meskipun jauh lebih sedkit oleh karena itu 
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pelaku penyalahgunaan narkotika menurut pekerjaan dapaat dirinci 
sebagai berikut : 
1. Tahun 2009, pelaku yang Tidak Bekerja 17 orang pelaku, pelaku 
yang bekerja sebagai Pegawai Negeri 1 orang pelaku, pelaku 
yang bekerja sebagai Wiraswasta 20 orang pelaku, pelaku yang 
bekerja sebagai Pegawai Swasta 14 orang pelaku, pelaku yang 
bekerja sebagai TNI / POLRI 1 orang pelaku, pelaku yang 
bekerja sebagai Petani / Nelayan 8 orang pelaku. Jadi jumlah 
keseluruhan pelaku penyalahgunaan narkotika selama tahun 
2009 menurut jenis pekerjaan adalah 61 orang pelaku. 
2. Tahun 2010, pelaku yang Tidak Bekerja 20 orang pelaku, pelaku 
yang bekerja sebagai Pegawai Negeri 1 orang pelaku, pelaku 
yang bekerja sebagai Wirasawasta 28 orang pelaku, pelaku yang 
bekerja sebagai Pegawai Swasta 17 orang pelaku, pelaku yang 
bekerja sebagai TNI / POLRI tidak ada pelaku, pelaku yang 
bekerja sebagai Petani / Nelayan 12 orang pelaku. Jadi jumlah 
keseluruhan pelaku penyalahgunaan narkotika selama tahun 
2010 menurut jenis pekerjaan adalah 78 orang pelaku. 
3. Tahun 2011, pelaku yang Tidak Bekerja 29 orang pelaku, pelaku 
yang bekerja sebagai Pegawai Negeri 7 orang pelaku, pelaku 
yang bekerja sebagai Wiraswasta 35 orang pelaku, pelaku yang 
bekerja sebagai Pegawai Swasta 26 orang pelaku, pelaku yang 
bekerja sebagai TNI / POLRI 3 orang pelaku, pelaku yang 
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bekerja sebagai Petani / Nelayan 17 orang pelaku, jadi jumlah 
keseluruhan pelaku penyalahgunaan narkotika selama tahun 
2011 menurut jenis pekerjaan adalah 117 orang pelaku. 
4. Tahun 2012 pelaku yang Tidak Bekerja 32 orang pelaku, pelaku 
yang bekerja sebagai Pegawai Negeri 12 orang pelaku, pelaku 
yang bekerja sebagai Wiraswasta 40 orang pelaku, pelaku yang 
bekerja sebagai Pegawai Swasta 34 orang pelaku, pelaku yang 
bekerja sebagai TNI / POLRI 2 orang pelaku, pelaku yang 
bekerja sebagai Petani / Nelayan 13 orang pelaku. Jadi jumlah 
keseluruhan pelaku penyalahgunaan narkotika selama tahun 
2011 menurut jenis pekerjaan adalah 389 orang pelaku. 
 
B. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya 
Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah hukum Polres Pinrang 
Masalah penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres 
Pinrang jika diliat dari segi jumlah sangat memperihatinkan, dengan 
adanya penyalahgunaan narkotika akan membuat masyarakat khususnya 
diwilayah hukum Polres Pinrang prihatin karena mereka yakin dengan 
adanya kasus narkotika jelas akan merusak generasi bangsa. Ini adalah 
merupakan bukti bahwa masalah kejahatan narkotika sudah menjadi 
masalah rumit dan memerlukan penanganan serius dari aparat penegak 
hukum. 
Adapun upaya yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian maupun 
tokoh masyarakat dalam menanggulangi serta memberantas 
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penyalahgunaan narkotika diwilayah hukum Polres Pinrang seperti yang 
telah dikemukakan oleh Brigpol Andi Hendra. 
1. Upaya preventif. 
Upaya preventif yaitu suatu upaya pencegahan obat-obatan 
terlarang yang terjadi di masyarakat. Tindakan preventif merupakan upaya 
yang dilakukan secara sistematis dan terencana, terpadu dan terarah, 
yang bertujuan untuk menjaga agar penyalahgunaan narkotika khususnya 
di Wilayah hukum Polres Pinrang dapat diminimalisir. 
Dalam upaya pencegahan perlu dilakukan pengurangan dan 
permintaan dengan menekan faktor-faktor penyebab, faktor pendorong 
dan faktor peluang timbulnya penyalahgunaan obat-obatan terlarang 
tersebut. Berdasarkn hasil wawancara penulis dengan beberapa orang 
tokoh masyarakat, hampir semua memberikan persepsi yang sama 
tentang penanggulangan dan pemberantasan penggunaan serta 
penyalahgunaan narkotika. Antara lain : 
1. Meningkatkan keimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa 
dikalangan masyarakat agar segala aktifitas kita dapat berjalan 
dengan baik. Kekuatan iman adalah merupakan benteng yang 
kokoh untuk melindungi diri kita dari sikap latah meniru pernik-
pernik modernisasi yang menipu. Pembinaan kualitas iman bagi 
setiap individu masyarakat adalah salah satu unsur yang sangat 
menetukan. Apabila kita membangun pribadi diri dalam maka, 
sendirinya kita telah membentengi diri kita dari segala bentuk 
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kejahatan. Hal tersebut bisa kita realisasikan dengan cara 
mengadakan kajian-kajian ekstra kurikuler di sekolah maupun 
universitas dengan memberikan nasihat bagi para generasi 
muda Indonesia. Lebih baik lagi jika ditopan dengan 
argumentasi ilmiah mengenai penggunaan obat-obatan 
terlarang. 
2. Mengadakan penyuluhan mengenai tanggung jawab kita 
bersama dalam meningkatkan kesadaran hukum terhadap 
masyarakat serta upaya penanggulangan bahaya narkotika. 
3. Peran serta orang tua dalam memberikan peningkatan 
pengawasan dan perhatian khusus terhadap anaknya agar tidak 
salah arah, seperti pergaulan bebas yang mengarah ke hal-hal 
negatif. 
4. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif seperti kegiatan 
olahraga, keterampilan agar supaya waktu ruang tidak sia-sia 
dan dapat berguna untuk masa depanya. 
5. Menghimbau kepada masyarakat agar menghentikan jalur 
distribusi narkoba atau melaporkan kepada aparat keamanan 
agar mereka turut berperan aktif dalam membrantas 
penyalahgunaan obat-obat terlarang tersebut. 
 
2. Upaya represif 
Sedangkan upaya represif adalah berbagai kegitan yang dilakukan 
oleh aparat kepolisian dalam tindakan kasus-kasus penyalahgunaan 
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narkotik adalam segala bentuk. Adapun kegiatan atau tindakan represif 
yang dilakukan aparat kepolisian dalam hal ini Polres Pinrang adalah 
sebagai berikut : 
1. Melakukan penangkapan para pemakai obat-obatatan terlarang 
di tempat atau di daerah yang diketahui sering terjadi transaksi 
jual beli,yaitu dengan cara melakukan penyamaran sebagai 
pembeli dan mencari oknum yang terbukti melakukan transaksi 
tersebut. 
2. Mengadakan pengawasan ketat terhadap barang-barang yang 
di perdagankan baik barang ekspor maupun barang impor. 
3. Memeriksa secara intensif di sekolah dengan cara mengeledah 
satuper satu setiap siswa-siswi intuk memastikan bahwa 
mereka bebas dari segala macam bentuk kegiatan 
penyalahgunaan obat-obatan terlarang. 
4. Mengadakan pengawasan ketat terhadap tempat yang diketahui 
sebagai tempat menyembunyikan dan menyimpan barang 
haram tersebut, serta membongkar sindikat pemasok dan 
pengedar obat-obatan terlarang tersebut. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan dari uraian skripsi, penulis menyimpulkan bahwa : 
1. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan 
narkotika di wilayah hukum Polres Pinrang antara lain faktor lokasi, 
faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor sosiologis. 
2. Upaya aparat kepolisian Polres Pinrang dalam penanggulangan 
penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Pinrang. 
a. Upaya preventif 
Upaya preventif yaitu suatu upaya pencegahan obat-obatan 
terlarang yang terjadi dimasyarakat. Tindakan preventif          
merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis dan terencana, 
terpadu dan terarah, yang bertujuan untuk menjaga agar 
penyalahgunaan narkotika khususnya di wilayah Hukum Polres 
Pinrang dapat di minimalisir. 
b. Upaya represif 
Sedangkan upaya represif adalah berbagai kegiatan yang 
dilakukan oleh aparat kepolisian dalam tindakan kasus-kasus 
penyalahgunaan narkotika dalam segala bentuk. 
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B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mencoba 
memberikan saran bahwa perlu adanya koordinasi dan kerjasama antara 
setiap instansi, baik yang secara langsung bertanggung jawab maupun 
secara tidak langsung, seperti lembaga pemasyarakatan, aparat 
kepolisian, termasuk juga pemerintah dan masyarakat. Mengingat 
koordinasi antara instansi ini sangat menentukan keberhasilan dalam 
penegakan hukum pidana, terutama tindak pidana narkoba yang 
merupakan kejahatan yang memiliki jaringan yang luas. 
Selain itu untuk mencegah berkembangnya jumlah pelaku 
penyalahgunaan narkotika, aparat keamanan dan masyarakat sebagai 
mitra aparat perlu melakukan upaya yang kongkrit dan tegas terhadap 
pemberantasan secara rutin dan terus menerus, serta meningkatkan 
pengawasan peredaran dengan memperketat pemeriksaan pada setiap 
tempat yang dianggap rawan dengan obat-obatan terlarang seperti 
stasiun terminal jalur lalu lintas darat, laut maupun udara. 
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